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■ Baca BUPATI... Hal. 7

Perekat   Rakyat   Sulteng

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Tahun Baru 2025, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, 
bahwa Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada

edisi Rabu, 1 Januari 2025. Harian Sulteng Raya akan 
terbit kembali pada edisi Kamis, 2 Januari 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

■■ Baca Baca  POLRES POSOPOLRES POSO... ... Hal. 7Hal. 7

■■ Baca Baca  DISKOMINFODISKOMINFO... ... Hal. 7Hal. 7

Aktivitas Perkemahan di Tambing 
Tutup Saat Libur Tahun Baru

DESTINASI Da-
nau Tambing berada di 

Kawasan Taman Nasional 
Lore Lindu (TNLL), Desa Se-

doa, Kabupaten Poso, Sulawesi 
Tengah yang menjadi pilihan 
wisatawan berlibur di akhir 

pekan. FOTO: ANTARA/
KRISTINA NATALIA

SULTENG RAYA - Balai Besar Taman 
Nasional Lore Lindu (BTNLL) menutup 

aktivitas perkemahan saat libur Tahun 
Baru 2025 di objek wisata Danau Tambing 

di Kabupaten Poso, untuk optimalisasi 
pengamanan dan pelayanan kepada pen-

gunjung di lokasi wisata tersebut.

"Kebijakan ini mulai berla-
ku 30 Desember 2024 hingga 
2 Januari 2025," kata Kepala 
Balai BTNLL Titik Wurdi-
ningsih di Palu, Sulteng, 
Senin.

Ia menuturkan berdasar-
kan pengalaman sebelumn-
ya pada momen libur tahun 
baru, kunjungan wisatawan 

membludak sehingga pihak 
pengelola BTNLL mengam-
bil langkah menutup ke-
giatan perkemahan untuk 
sementara waktu.

Kegiatan wisata tetap di-
buka dengan ketentuan 
kunjungan mulai pukul 
07.30 Wita hingga 16.00 Wita 
selama empat hari ke depan.

"Kami juga memperha-
tikan kondisi cuaca yang 
kurang baik. Jadi, objek 
wisata Danau Tambing  di-
buka hanya pada jam kerja," 
ujarnya.

■ Baca TAMBING... Hal. 7

Dorong Pertumbuhan Perusahaan, PT IMIP 
Bangun Sinergi dengan Serikat Pekerja

PEKERJA di kawasan PT IMIP. FOTO: IST

SULTENG RAYA - Ka-
wasan industri PT IMIP 
yang merupakan salah satu 
kawasan industri terbesar 
di Indonesia, terus mem-
bangun sinergi yang kuat 
bersama serikat pekerja. 
Hal itu untuk meningkatkan 
kesejahteraan karyawan dan 
mendorong pertumbuhan 
perusahaan.

P T  I M I P  m e n y a d a r i 
bahwa hubungan yang har-
monis antara perusahaan 

dan serikat pekerja adalah 
kunci sukses di era modern. 
Perjalanan kawasan industri 
IMIP sejauh ini, tentu  tidak 
lepas dari semangat juang 
para karyawannya.

Oleh karena itu, PT IMIP 
selalu memberikan prioritas 
yang sama terhadap keba-
hagiaan karyawan dan per-
kembangan jangka panjang 
perusahaan.

Kurun Waktu
Tahun 2024,
Polres Poso Tuntaskan 
185 Kasus Kejahatan 
Konvensional

KAPOLRES POSO, AKBP Arthur Sameaputty  bersama jajaran mela-
kukan konferensi pers akhir tahun 2024, Senin (30/12/2024). FOTO: IST

Bupati Sigi: 
Momentum 
Natal untuk 

Perkuat 
Kerukunan 
Antarumat 
Beragama

SULTENG 
RAYA - Meski 
secara umum ber-
bagai tindak kejahatan 
konvensional mengalami 
tren kenaikan  di tahun 2024, 
namun perkara yang ditangani 
dan mampu dituntaskan pihak 
Polres  Poso atau  (P21) juga 
mengalami kenaikan yang 
cukup signifikan. 

BUPATI SIGI Mohamad Irwan Lapatta saat mengikuti perayaan Natal 
di Kecamatan Lindu, Minggu (29/12/2024). FOTO: ANTARA/PEMKAB SIGI

Diskominfosantik Sosialisasi 
Pengembangan Desa Digital di Donggala

Pemkab Buol 
Gandeng 

Pemerintah Desa 
Kelola Pariwisata

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten Buol, 
menggandeng pemerintah desa dalam mengelola 
potensi pariwisata guna meningkatkan penda-
patan asli daerah (PAD).

SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Buol Dadang saat meng-
hadiri penandatangan perjanjian kerja sama dengan Desa 
Busak I Kecamatan Karamat dan Desa Negerilama Kecamatan 
Bokat dalam pengelolaan pariwisata, Senin (30/12/2024). 
FOTO:  ANTARA/DISKOMINFO BUOL

KEPALA DISKOMINFO Santik Sudary-
ano R. Lamangkona melalukan asesmen 
terhadap pengembangan pembangu-
nan desa digital di Desa Malitu, Poso, 
Sabtu (15/6/2024). FOTO: ANTARA/HUMAS 
PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Dinas 
Komunikasi, Informatika, 
Persandian Statistik (Komin-
fosantik) Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) menyosi-
alisasikan pengembangan 
desa digital kepada para 
kepala desa di Kecamatan 
Sirenja, Kabupaten Dong-
gala, sebagai upaya mema-
jukan pembangunan desa.

■■ Baca Baca  PEMKABPEMKAB... ... Hal. 7Hal. 7

SULTENG RAYA - Bupa-
ti Sigi, Mohamad Irwan La-
patta menyampaikan bahwa 
Perayaan Natal menjadi 
momentum untuk memper-
kuat kerukunan antarumat 
beragama di daerah itu.

■■ Baca Baca  DORONGDORONG... ... Hal. 7Hal. 7
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SULTENG RAYA - PT Bursa Efek 
Indonesia (BEI) mencatat indeks 
harga saham gabungan (IHSG) 
sepanjang 2024 mengalami anjlok 
sebesar 3,25 persen. 

A n g k a  I H S G  h i n g g a  J u m a t 
(27/12/2024) menurut catatan BEI be-
rada di angka 7.036,57. Adapun, angka 
market cap sepanjang 2024 tercatat 
mencapai hingga Rp 12.264 triliun.

“Namun yang menarik adalah 
bahwa di tahun ini pada 19 Sep-
tember 2024, kita pernah mencapai 
all time high yaitu 7.905. Jadi kalau 
kita bicara market cap, 7.095 itu 
telah tembus Rp 13.200 triliun. Jadi 
kalau kita 7.000 itu Rp 12.264 triliun, 

maka kita pernah mencapai lebih 
dari Rp13.000 triliun,” kata Direktur 
Utama BEI Iman Rachman dalam 
konferensi pers Peresmian Penu-
tupan Perdagangan BEI Tahun 2024 
di Gedung BEI, Senin (30/12/2024). 

Sementara itu, rata-rata transaksi 
Bursa tumbuh hampir 20 persen. Per 
Jumat (27/12/2024) angka rata-rata 
transaksi saham mencapai Rp 12,85 
triliun per hari, naik 19,6 persen dari 
angka 2023 sebesar Rp 10,75 triliun. 
Surat utang mencapai Rp 1,04 triliun, 
naik 51,9 persen dibandingkan tahun 
lalu sebesar Rp 686 miliar. 

Kemudian total nilai transaksi non 
saham (rights, warran, SW, KIK, 

dan derivatif) pada sepanjang 2024 
mencapai Rp 4,38 triliun. Di dalam 
non saham, ada single stock futures 
yang dilaunching pada November 
lalu dengan mencatatkan angka 
transaksi Rp 1,1 miliar. BEI juga men-
catatkan total transaksi karbon yang 
merupakan aset anyar mencapai 
belasan miliar. 

“Sekarang ini perusahaan Indo-
nesia telah bertransformasi menjadi 
multi aset. Kita tidak lagi hanya 
bicara tentang saham dan surat 
utang, tapi kita punya aset baru 
sejak tahun lalu yaitu bursa karbon. 
Total transaksi karbon kita Rp 19,73 
miliar,” jelasnya. ROL

SULTENG RAYA - Bursa 
Efek Indonesia (BEI) menye-
suaikan aturan Pajak Per-
tambahan Nilai (PPN) 12% 
pada transaksi efek mulai 
awal 2025.

Penyesuaian atas peruba-
han tarif PPN, dari sebelum-
nya 11 persen yang diterap-
kan sejak 1 April 2022.

Ini tercantum dalam su-
rat BEI No: S-13561/BEI.
KEU/12-2024 perihal Penye-
suaian Tarif Pajak Pertamba-
han Nilai (PPN) Tahun 2025.

Kenaikan ini juga merupa-
kan pelaksanaan dari ama-
nat dari Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Per-
pajakan (UU HPP). 

“Seluruh Invoice dan Fak-
tur Pajak atas jasa layanan 
Bursa Efek Indonesia yang 

diterbitkan per tanggal 1 
Januari 2025, akan dilakukan 
penyesuaian atas besaran 
tarif PPN dari yang sebe-
lumnya 11%, menjadi 12%,” 
tulis BEI dalam surat, Senin 
(30/12/2024).

Dalam surat tersebut, 
terdapat penegasan atas 
penyesuaian tarif  PPN 
ini akan berdampak pada 
penyesuaian fee transaksi.

“Perubahan tarif ini berla-
ku untuk seluruh transaksi 
yang menjadi objek PPN,” 
lanjut surat itu. 

Dikonfirmasi terpisah, 
Direktur Perdagangan dan 
Pengaturan Anggota Bursa 
(AB) Irvan Susandy meng-
onfirmasi pengenaan PPN 
terhadap transaksi akan 
mulai dilakukan pada 2 
Januari 2025.

“Kami telah mengluarkan su-
rat kepada anggota bursa (AB) 
pada 24 Desember 2024 untuk 
menyesuaikan, mulai berlaku 
2 Januari 2025,” kata Irvan saat 
ditemui di Gedung BEI, Jakarta 
Selatan, Senin (30/12).

Sebagai catatan, PPN di-
kenakan terhadap setiap 
transaksi efek yang dilaku-
kan AB atau sekuritas, yang 
dibebankan kepada investor 
setiap transaksi.

Dasar persentase peng-
hitungan PPN adalah dari 
besaran jasa transaksi.

Sementara dividen yang 
diterima investor merupa-
kan objek pajak penghasilan 
(PPh), namun dikecualikan 
apabila diinvestasikan kem-
bali, sebagaimana diatur 
juga dalam UU HPP Nomor 
7 tahun 2021. OKZ

BEI Kenakan PPN 
12% Transaksi 
Saham Mulai 2025

Sepanjang 2024, 
IHSG Anjlok 
3,25 Persen 

SULTENG RAYA - PT Bank Sy-
ariah Indonesia Tbk (BSI) mening-
katkan pemahaman masyarakat 
tentang keuangan syariah melalui 
produk investasi yang halal, aman, 
dan menguntungkan. 

Salah satu cara yang dilakukan 
adalah dengan mempermudah 
masyarakat untuk berinvestasi emas 
secara cicilan.

Inisiatif ini bertujuan memberikan 
alternatif investasi yang stabil dan 
menguntungkan, terutama di tengah 
ketidakpastian perekonomian global. 

Emas, yang dikenal sebagai safe 
haven asset,telah menjadi pilihan 
utama bagi banyak orang karena 
kemampuannya untuk menjaga nilai 
kekayaan, terutama di tengah kondi-
si ekonomi yang fluktuatif.

Sejak awal 2024, harga emas men-
galami kenaikan signifikan. Per 
Jumat (27/12/2024), harga emas 
Antam logam mulia mencapai Rp 
1.528.000 per gram, naik sekitar 35 
persen dibandingkan harga pada 
akhir Desember 2023 yang tercatat 
Rp 1.130.000 per gram. Kenaikan 

harga ini menunjukkan betapa mena-
riknya investasi emas sebagai pilihan 
yang aman dan likuid, terutama 
dalam situasi ekonomi yang volatile. 

Direktur Sales & Distribution BSI 
Anton Sukarna mengatakan, pihak-
nya terus mendorong masyarakat 
untuk memanfaatkan skema cicil 
emas yang telah disediakan oleh 
BSI. Melalui aplikasi mobile banking 
BYOND by BSI, masyarakat kini 
dapat melakukan investasi emas 
dengan cara yang mudah, aman, dan 
sesuai dengan prinsip syariah. 

“Nasabah tidak perlu khawatir 
tentang penyimpanan emasnya, 
karena emas tersebut disimpan dan 
diasuransikan oleh bank. Bahkan, 
jika nasabah membutuhkan dana 
untuk keperluan mendesak, mereka 
bisa melakukan Gadai Emas dengan 
proses yang cepat, taksiran emas 
yang tinggi, dan biaya yang lebih 
murah,” kata Anton dalam keteran-
gan, Ahad (29/12/2024).

Hingga November 2024, pembia-
yaan cicil emas BSI mencatatkan per-
tumbuhan luar biasa, dengan angka 

lebih dari 200 persen secara year on 
year, mencapai total pembiayaan 
sebesar Rp 6,8 triliun.

Capaian ini menunjukkan semakin 
banyak masyarakat yang tertarik 
dengan investasi emas sebagai alter-
natif yang aman dan mudah diakses 
kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, BSI meluncurkan inova-
si terbaru dengan memperkenalkan 
produk BSI Gold, yang merupakan 
hasil kerjasama dengan PT Harta-
dinata Abadi Tbk, produsen emas 
logam mulia berkadar 99,9 persen. 
Melalui skema cicil emas, nasabah 
kini dapat memiliki emas batangan 
berlogo BSI dengan cara yang fleksi-
bel dan terjangkau.

Dengan semakin berkembangnya 
tren investasi emas dan kemuda-
han akses melalui platform digital 
BYOND, BSI berharap dapat terus 
memberikan kontribusi dalam me-
ningkatkan inklusi keuangan dan 
membantu masyarakat Indonesia 
merencanakan masa depan keuan-
gan mereka dengan lebih aman dan 
menguntungkan. ROL

IHSG (ilustrasi). FOTO: FREEPIK

DIJUAL
SHM No. 94/Besusu Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan 

Kota Palu  Prop. Sulawesi Tengah
Bila ada pihak yang berminat / keberatan

terhadap penjualan diatas, dapat menghubungi :
PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. Unit RCR Area Palu

Jl. Sam Ratulangi No.60 Palu 

SULTENG RAYA - Pro-
gram Makan Bergizi Gratis 
bakal dimulai implementa-
sinya pada minggu depan, 
Senin 6 Januari 2025. Hal ini 
ditegaskan langsung oleh 
Kepala Badan Gizi Nasional 
Dadan Hindayana.

Ketika dikonfirmasi langs-
ung detikcom, Dadan bilang 
saat ini Badan Gizi sedang 
mempersiapkan agar Makan 
Bergizi Gratis bisa berjalan 
mulai 6 Januari 2025 men-
datang.

“Dalam proses persia-
pan agar 6 Januari bisa 
jalan,” tegas Dadan, Senin 
(30/12/2024).

Dadan mengatakan im-
plementasi program ini 
akan dilakukan secara me-
rata di berbagai daerah di 
Indonesia secara langsung 
pada 6 Januari 2024. Hanya 
saja ketika ditanya di mana 
saja titik-titik awal program 
ini berjalan, dia belum mau 
menjelaskan. “Saya lapor 
Presiden dulu,” katanya 
singkat.

Dalam catatan detikcom, 
Dadan pernah mengata-
kan pelaksanaan program 

PROGRAM makan bergizi gratis. FOTO: KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN

Makan Bergizi Gratis 
Dimulai 6 Januari 2025 

Makan Bergizi Gratis akan 
menjangkau sekitar 3 juta 
penerima manfaat terlebih 
dahulu. Secara bertahap 
jumlah penerima akan terus 
ditingkatkan jika satuan pe-
layanan di daerah tersebut 
sudah siap.

Lewat program ini, nan-
tinya makanan akan dibagi-
kan satu kali sehari kepada 
anak sekolah dari tingkat 
PAUD hingga Sekolah Me-
nengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK 
sampai kelas 2 Sekolah 
Dasar (SD), makanan akan 
dibagikan pukul 08.00. Se-
mentara sekitar 09.30 WIB 
dibagikan untuk anak kelas 
3-6 SD. Lalu sekitar pukul 
12.00 WIB, makanan akan 
dibagikan bagi anak SMP 
hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG 
ini dibuat sesuai dengan 
jadwal belajar mengajar di 
sekolah-sekolah yang ada 
di Indonesia. Sementara 
itu, menu MBG akan berbe-
da-beda setiap daerah. Ter-
kait menu akan ditentukan 
oleh ahli gizi di setiap satuan 
pelayanan di daerah.

“Menu itu tidak diten-
tukan Badan Gizi, tetapi 
Badan Gizi menentukan 
komposisi nutrisi secara 
nasional. Menunya nanti 
merupakan tanggung jawab 
dari ahli gizi di masing-ma-
sing satuan pelayanan, kan 
kita menempatkan satu 
ahli gizi di setiap satuan 
pelayanan,” kata Dadan 
kepada wartawan di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Sela-
sa (26/11/2024). DTC

ILUSTRASI IHSG. FOTO: ANTARA

EMAS (ilustrasi). FOTO: ANTARA

Harga Emas Meroket, BSI Ajak 
Masyarakat Berinvestasi Lewat BYOND
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SULTENG RAYA – Tel-
komsel meluncurkan lay-
anan tambahan (add-on) 
eksklusif bagi pelanggan 
internet IndiHome, mena-
warkan produk IndiHome 
SMART camera dengan 
biaya langganan Rp 50.000 
per bulan.

Adapun fitur unggulan, 
seperti; Indoor camera den-
gan resolusi 3MP dan 2K 

Full HD: Menjamin kualitas 
video yang jernih dan detail.

Penyimpanan Cloud 
Playback 7 Hari: Memung-
kinkan pelanggan untuk 
meninjau rekaman selama 
7 hari terakhir tanpa biaya 
tambahan.

Fitur Panggilan Dua Arah: 
Komunikasi langsung melal-
ui aplikasi ke perangkat ka-
mera. Pendeteksian Gerakan 

dan Suara: Lebih responsif 
mendeteksi aktivitas yang 
mencurigakan.

Pelanggan dapat berlang-
ganan layanan IndiHome 
SMART camera melalui 
aplikasi MyTelkomsel atau 
mengunjungi GraPARI ter-
dekat. Selain itu, pelanggan 
juga mendapatkan garan-
si perangkat selama masa 
langganan, termasuk apa-

bila berminat melakukan 
penggantian model kamera 
terbaru setelah dua tahun 
penggunaan.

Layanan kamera terbaru 
dari IndiHome SMART ini 
merupakan sebuah solusi 
rumah pintar yang men-
gintegrasikan teknologi ter-
kini untuk meningkatkan 
keamanan dan kenyamanan 
pelanggan di rumah. 

SULTENG RAYA - Wakil Wali 
Kota Palu, dr. Reny A. Lamadji-
do, secara simbolis menyerahkan 
bantuan uang tunai dan sembako 
beras dari Badan Amil Zakat 
Nasional (Baznas) Kota Palu di 
halaman Kantor Wali Kota Palu, 
Senin (30/12/2024).

Bantuan tersebut diberikan ke-
pada tenaga PHL Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan 
(Damkarmat) Kota Palu, serta pe-
tugas armada sampah Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) Kota Palu.

Adapun jumlah petugas armada 
sampah sebanyak 225 orang dan 

tenaga PHL Damkarmat itu jum-
lahnya 118 orang, sehingga total 
semua 343 orang.

Setiap orang mendapatkan 
beras sebanyak 10 Kg dan uang 
tunai senilai Rp500 ribu, sehing-
ga jika ditotalkan sekitar Rp216 
juta.

Solusi Rumah Pintar, Telkomsel 
Hadirkan IndiHome SMART Camera 

Layanan ini memung-
kinkan pelanggan untuk 
mengelola dan memantau 
keamanan rumah mereka 
kapan saja dan di mana 
saja, menggunakan jaringan 
terbaik dari IndiHome.

Vice President Home 
Broadband and FMC Consu-
mer Marketing Telkomsel, 
Hardika Nugroho, menyam-
paikan, kehadiran layanan 

IndiHome SMART camera 
sejalan dengan visi Telkom-
sel untuk menjadi penyedia 
layanan telekomunikasi di-
gital terbaik di regional. 

“Peluncuran ini mencer-
minkan komitmen kami 
untuk terus berinovasi 
dalam menghadirkan lay-
anan digital di Indonesia, 
sekaligus memperkuat im-
plementasi Fixed Mobile 
Convergence (FMC) seba-
gai solusi terintegrasi yang 

memberikan kenyamanan 
dan keamanan terbaik bagi 
pelanggan kami,” katanya 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, 
Senin (30/12/2024).

Sebagai tahap awal, lay-
anan ini tersedia di wilayah 
Jabodetabek dan akan terus 
diperluas ke wilayah lain 
di Indonesia secara berta-
hap. Untuk informasi lebih 
lanjut, kunjungi tsel.id/
addonsmart.   

Pemkot Serahkan Bantuan Baznas 
Palu untuk 343 Penerima Manfaat

Wakil Wali Kota Reny dalam 
sambutannya menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih ke-
pada jajaran Baznas Kota Palu, 
yang telah bekerja dengan baik 
dalam memasyarakatkan sekali-
gus menyejahterakan masyarakat 
Kota Palu.

“Kira patut bersyukur karena 
diberikan beras plus uang tunai 
yang diserahkan oleh Baznas Kota 
Palu. Semoga ini diterima dengan 
baik oleh teman-teman PHL,” 
ungkapnya. 

Penyerahan bantuan kali ini 
merupakan salah satu manfaat 
pengumpulan zakat, infak, dan se-
dekah yang dibayar oleh Muzakki 
atau Wajib Zakat dari masyarakat 
Kota Palu, khususnya para ASN 
di lingkup Pemerintah Kota Palu.

Wakil Wali Kota Reny menye-
but, sejak dilantik, dirinya men-
dorong agar seluruh ASN menyi-
sihkan rezekinya untuk diserahkan 
ke Baznas Kota Palu.

Hal tersebut sebagai upaya 
optimalisasi pengumpulan zakat 
pendapatan, infak, dan sedekah 
bagi ASN di lingkup Pemerintah 
Kota Palu. “Semoga itu akan mem-
berikan jalan kita masuk surga,” 
harap dia. RHT

TEKOMSEL menghadirkan produk IndiHome SMART camera 
dengan biaya langganan Rp 50.000 per bulan yang mengintegra-
sikan teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan & kenyama-
nan pelanggan di rumah. FOTO: DOK. TELKOMSEL

MOMENTUM penyerahan bantuan uang tunai dan sembako beras dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu di 
halaman Kantor Wali Kota Palu, Senin (30/12/2024). FOTO: ISTIMEWA

Bonny Hardi Putra
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Bonny Hardi Putra
SULTENG RAYA - Wakil 

Wali Kota Palu, dr. Reny A. 
Lamadjido, bersama jajaran 
Pemerintah Kota Palu, mela-
kukan kunjungan ke rumah 
balita penderita gizi buruk 
di Kelurahan Birobuli Utara, 
Senin (30/12/2024). 

Balita bernama Fahri dike-
tahui sebelumnya mengala-
mi kelainan hidrosefalus, 

kondisi medis yang menye-
babkan pembesaran kepala 
akibat penumpukan cairan 
di otak.  

Dalam wawancaranya, 
Wakil Wali Kota dr. Reny 
menjelaskan bahwa Fahri 
telah mendapatkan penan-
ganan medis di Rumah Sakit 
Undata untuk mengatasi 
kondisi hidrosefalusnya. 

WAKIL Wali Kota Palu, dr. Reny Lamadjido saat melakukan kun-
jungan ke rumah balita penderita gizi buruk di Kelurahan Birobuli 
Utara, Senin (30/12/2024). FOTO: ISTIMEWA

Pemkot Palu Bantu Anak 
Pengidap Kelainan Hidrosefalus

“Alhamdulillah sudah 
dilakukan penindakan di 
rumah sakit Undata, tapi 
kami menindaklanjuti untuk 
gizinya. Tindak lanjut kami 
pertama, tidak lagi terjadi 
hidrosefalus. Kedua, perbai-
ki gizinya supaya anak ini 
menjadi anak yang normal, 
InsyaAllah,” ujar Wakil Wali 
Kota.  

Wakil wali kota juga 
m e n e k a n k a n  b a h w a 
Pemerintah Kota Palu 
melalui berbagai pihak, 
termasuk camat, lurah, 
dinas kesehatan, hingga 

Puskesmas, akan terus 
memantau kondisi Fahri 
secara intensif. 

Langkah ini bertujuan 
untuk memastikan perbai-
kan status gizinya berjalan 
dengan baik sehingga dapat 
mendukung proses tumbuh 
kembang yang optimal.  

Kunjungan ini mencer-
minkan komitmen Peme-
rintah Kota Palu dalam 
menangani permasalahan 
kesehatan masyarakat, khu-
susnya gizi buruk, dengan 
melibatkan berbagai pihak 
terkait untuk memberikan 

dukungan yang menye-
luruh.  

Kondisi Fahri yang me-
merlukan perhatian khu-
sus juga menjadi pengingat 
pentingnya peningkatan 
kesadaran masyarakat ter-
hadap pola asuh dan gizi 
anak guna mencegah kasus 
serupa di masa depan. 

Pemerintah Kota Palu 
berharap kolaborasi yang 
terjalin antara pemerin-
tah dan masyarakat dapat 
membawa dampak positif 
bagi kesehatan anak-anak 
di Palu. RHT
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SULTENG RAYA - Uni-
versitas Diponegoro (Undip) 
akan memberi pendampin-
gan hukum kepada tiga 
tersangka kasus dugaan pe-
rundungan dan pemerasan 
terhadap Aulia Risma Les-
tari (ARL). ARL merupakan 
mahasiswi PPDS Anestesia 
Undip yang diduga bunuh 
diri akibat dirundung seni-
ornya.

"Karena sudah masuk ke 
tahap pro-yustisia, tentu 
Undip akan menghormati 
proses hukumnya. Undip 
akan memberikan bantu-
an hukum, dengan hara-
pan mendapatkan keadi-
lan berdasarkan kebenaran 
senyatanya, bukan berdasar-
kan kepentingan pihak ter-
tentu," kata kuasa hukum 
Undip, Kairul Anwar, dalam 
keterangan tertulisnya, Ju-
mat (27/12/2024).

Dia mengonfi rmasi bah-
wa salah satu tersangka 
adalah kepala Prodi Ante-
siologi Fakultas Kedokteran 
(FK) Undip yang berinisial 
TEN. Menurut Kairul, satu 
tersangka lainnya yang be-
rinsial SM adalah staf admin 
Prodi Anestesiologi. Se-
mentara tersangka terakhir, 
yakni ZYA, adalah dokter 
residen atau senior ARL.

Kairul mengungkapkan, 
ketiganya masih menjalan-
kan aktivitas atau peker-
jaannya. "Senior dari kor-
ban tetap masih mengikuti 
proses belajar seperti biasa," 
ujarnya.

"Undip tetap berpegang 
azas praduga tidak bersa-
lah. Kita akan ikuti proses 
hukumnya," tambah Kairul.

Polda Jawa Tengah (Ja-
teng) telah menetapkan 
tiga tersangka dalam kasus 
dugaan perundungan dan 
pemerasan terhadap ARL. 
"Ditreskrimum Polda Jawa 
Tengah telah menetapkan 
tiga tersangka kasus PPDS, 
program pendidikan dokter 
spesialis, yaitu, satu saudara 
TEN; kedua saudari SM; 
ketiga saudari ZYA," ung-
kap Kabid Humas Polda 
Jateng Kombes Pol Artanto 
saat memberikan keteran-
gan kepada awak media 
di Mapolda Jateng, Selasa 
(24/12/2024).

Dia menambahkan, para 
tersangka dijerat Pasal 368 
ayat (1) KUHP tentang Tin-
dak Pidana Pemerasan dan 
atau Pasal 378 KUHP ten-
tang Tindak Pidana Peni-
puan serta Pasal 335 ayat 
(1) KUHP tentang Tindak 
Pidana Pengancaman. "Un-

tuk ancamannya maksimal 
sembilan tahun (penjara)," 
ujar Artanto.

Namun Artanto belum 
mengungkap latar belakang 
para tersangka. Dia hanya 
menyampaikan bahwa para 
tersangka belum ditahan. 
"Pertimbangan penyidik. 
Nanti penyidiknya akan 
memberikan informasi," 
kata Artanto ketika ditanya 
alasan mengapa Polda Ja-
teng belum menahan para 
tersangka.

Artanto mengungkap-
kan bahwa dalam kasus 
dugaan perundungan dan 
pemerasan terhadap ARL, 
Polda Jateng mengamankan 
barang bukti uang senilai Rp 
97.007.500. "(Ini uang) dari 
semua rangkaian peristiwa 
tersebut," ucapnya.

ARL ditemukan mening-
gal di kamar kosnya di Lem-
pongsari, Gajahmungkur, 
Semarang pada 12 Agustus 
2024 lalu. Dokter berusia 
30 tahun tersebut diduga 
bunuh diri karena menga-
lami perundungan dari para 
seniornya.

Merespons dugaan bu-
nuh diri dan perundungan 
yang dialami ARL, Kemen-
terian Kesehatan (Kemen-
kes) akhirnya memutuskan 
membekukan pelaksanaan 
PPDS Anestesia Undip di 
RSUP Dr Kariadi Semarang.

Keluarga ARL melapor-
kan kasus dugaan perun-
dungan ke Polda Jateng 
pada 4 September 2024. Kua-
sa hukum keluarga ARL, 
Misyal Achmad, mengung-
kapkan, selain menghadapi 
perundungan, ARL juga 
mengalami pemerasan yang 
dibungkus sebagai iuran 
angkatan. Iuran tersebut 
sebagian besar digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
para mahasiswa senior. 
Menurut Misyal, sejak ARL 
menjadi mahasiswa PPDS 
Anestesia Undip pada 2022, 
pihak keluarga telah men-
geluarkan Rp225 juta untuk 
membayar iuran angkatan.

Undip dan RSUP Dr Ka-
riadi awalnya menyangkal 
adanya praktik perundun-
gan dalam pelaksanaan 
PPDS. Namun sebulan pas-
ca kematian ARL, tepatnya 
pada 13 September 2024, 
Undip dan RSUP Dr Kariadi 
akhirnya mengakui bahwa 
praktik serta budaya perun-
dungan memang terjadi di 
PPDS. Kedua lembaga ter-
sebut pun menyampaikan 
permintaan maaf kepada 
publik dan pemerintah.RPB

SUASANA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Sema-
rang, Jawa Tengah, Kamis (15/8/2024). Undip akan memberi pen-
dampingan hukum kepada tiga tersangka kasus kematian Aulia 
Risma Lestari.FOTO: REP

Undip Beri Bantuan Hukum 
kepada Tiga Tersangka 

Kasus Bullying PPDS

Dalam kunjungannya, 
Aminuddin mengapresiasi 
PLN dalam menyiapkan 
infrastruktur SPKLU di jalur 
Trans Jawa dan Sumatra 
yang diproyeksikan akan 
melayani peningkatan peng-
guna mobil listrik sebesar 2,5 
hingga 3 kali lipat dibanding 
periode tahun sebelumnya. 
Untuk mengantisipasi lon-
jakan tersebut, kapasitas 
SPKLU di sepanjang jalur 
mudik telah ditingkatkan 
sebanyak 8 kali lipat diban-
dingkan tahun lalu dari ha-
nya 64 unit menjadi 500 unit.

"Tadi sudah kita cek, se-
mua kendaraan terlayani 
tanpa antre, sangat nyaman 
untuk digunakan oleh te-
man-teman yang berkenda-
raan listrik. Dan kenaikan 
2,5 kali lipat pengguna juga 
direspons oleh teman-teman 
PLN dengan meningkatkan 
kapasitas 8 kali lipat dari 
tahun kemarin," ucap Ami-
nuddin.

Sementara itu, Darmawan 
menyampaikan, saat ini 
PLN telah menyiapkan 3.069 
unit SPKLU yang tersebar 
di 2.096 lokasi di seluruh 
Indonesia. Sebanyak 6 ribu 
personel SPKLU juga telah 
disiagakan untuk bertugas 
bergantian selama 24 jam 
nonstop.

"Kami memastikan bahwa 
masyarakat yang meng-
gunakan mobil listrik untuk 
mudik tidak akan mengala-
mi kendala kehabisan daya 
di tengah jalan. Pola kon-
sumsi penggunaan SPKLU 
telah kami petakan dari 
tren tahun sebelumnya, ter-
masuk periode Nataru dan 
Lebaran," jelas Darmawan.

Selain itu, untuk meman-
jakan pengguna kendaraan 
listrik, PLN juga menyedia-
kan fi tur Trip Planner me-
lalui aplikasi PLN Mobile. 
Fitur ini memudahkan peng-
guna mobil listrik meren-
canakan perjalanan mereka 

WAKIL Menteri BUMN sekaligus Komisaris PLN, Aminuddin Ma’ruf (kanan) bersama Direktur Utama 
PLN, Darmawan Prasodjo melakukan pengisian daya mobil listrik di SPKLU Rest Area KM 43A Tol 
Jakarta - Merak pada Selasa, (24/12/2024). FOTO: DOK PLN

Wamen BUMN Cek Kesiapan SPKLU 
PLN Layani Kebutuhan Nataru 2025

SULTENG RAYA - Wakil Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ko-
misaris PT PLN (Persero), Aminuddin Ma’ruf 
memastikan infrastruktur Stasiun Pengisian 
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepan-
jang Tol Trans Jawa dan Sumatra siap mela-
yani masyarakat selama masa mudik serta 
libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. 
Kesiapan itu dipastikan setelah ia meninjau 
langsung SPKLU di Rest Area KM 43 A ruas 
tol Jakarta - Merak, Banten yang didampingi 
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo 
pada Selasa, (24/12).

dengan informasi lokasi 
SPKLU, jarak tempuh, dan 
kebutuhan pengisian daya.

"Saudara-saudara kita 
dapat menggunakan fitur 
Trip Planner di PLN Mobile. 
Cukup masukkan tujuan 
perjalanan dan jenis ken-
daraan listrik, sistem akan 
memberi tahu lokasi-lokasi 
SPKLU terdekat sepanjang 
perjalanan untuk mengisi 
daya kendaraan listriknya,” 

terang Darmawan.
Bukan hanya itu, lanjut 

Darmawan, pihaknya juga 
menyediakan hotline khu-
sus untuk membantu para 
pengguna kendaraan listrik 
saat melakukan perjalanan 
mudik atau libur Nataru. 
Dirinya berharap dengan 
ketersediaan SPKLU yang 
cukup dan upaya yang dila-
kukan oleh PLN dapat sema-
kin memudahkan seluruh 

pengguna kendaraan listrik. 
"Kami berharap sauda-

ra-saudara kita yang mudik 
menggunakan mobil listrik, 
bisa betul-betul nyaman dan 
menikmati waktu penuh ke-
bahagiaan bersama keluar-
ga. Jika ada kondisi darurat, 
cukup tekan tombol bantu-
an di aplikasi PLN Mobile 
atau hubungi WhatsApp di 
087771112123,” tutup Dar-
mawan.*/HJ

SULTENG RAYA - Ka-
polri Jenderal Polisi Drs. 
Listyo Sigit Prabowo me-
lakukan peninjauan arus 
lalu lintas libur Natal dan 
tahun baru (Nataru) di KM 
57, Karawang, Jawa Barat. 
Peninjauan itu dilakukan 
bersama dengan Menhub, 
Menko PMK, Menkes, Men-
teri PPPA, dan Panglima 
TNI. Menurut Kapolri, pe-
mantauan pergerakan masy-
arakat selama libur Nataru 
hingga hari ini menunjuk-
kan adanya penurunan ang-
ka kecelakaan.

SULTENG RAYA - Suku 
Dinas Pemadam Kebakaran 
(Damkar) Kota Tangerang 
Selatan Provinsi Banten 
mengerahkan sebanyak 10 
unit mobil untuk mema-
damkan kebakaran yang 
melanda gedung Univer-
sitas Islam Negeri (UIN) 
Jakarta di Ciputat Timur 
Tangerang Selatan pada Se-

nin (30/12/2024) pagi. Ko-
mandan Pleton Bravo Dinas 
Kebakaran Kota Tangerang 
Selatan Nurdin di Tange-
rang Senin,  mengatakan 
bahwa peristiwa musibah 
kebakaran itu terjadi pada 
pukul 06.30 WIB.

"Benar ada kebakaran, 
tepatnya di Gedung Rek-
tor UIN Jakarta tadi pagi," 

KAMPUS Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ja-
karta di Ciputat, Tangerang Selatan. FOTO: REP

UIN Jakarta Terbakar, 
10 Unit Pemadam 

Kebakaran Dikerahkan
ucapnya.

Ia menyebutkan, ber-
dasarkan informasi bahwa 
kebakaran itu diduga be-
rasal dari arus pendek atau 
korsleting listrik di salah 
satu gedung Rektor UIN. 
Dalam hal ini, dipastikan 
tidak ada korban jiwa, baik 
luka ataupun meninggal 
dunia. Bahkan, lanjutnya, 
saat ini kondisi api sudah 
terkendali dan tahapan pen-
dinginan.

"Saat ini situasi sudah 
terkendali, tahapan sedang 
pendinginan," katanya.

Nurudin menjelaskan, 
ada 10 unit Damkar dan pu-
luhan personel diterjunkan. 
Alhasil api dapat dikendali-
kan hingga kini telah mema-
suki tahap pendinginan.

Ia juga mengungkapkan, 
selama proses penanganan 
kebakaran pihaknya sedi-
kit mengalami kendala. Di 
mana lokasi atau titik api 
berada di lantai dua Gedung 
UIN Jakarta tersebut.

Atas terjadinya peristi-
wa itu, kerugian materiil 
kerusakan dampak dari ke-
bakaran itu ditaksir hingga 
mencapai Rp 200 juta.

"Objek atau bangunan 
yang terbakar di gedung 
kampus lantai 2, ruang rek-
tor. Persentase yang terba-
kar 10 persen," katanya.RPB

KAPOLRI Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melakukan pe-
ninjauan arus lalu lintas libur Natal dan tahun baru (Nataru) di KM 
57, Karawang, Jawa Barat. FOTO: POLRI

Kapolri Sebut Angka 
Kecelakaan Mudik Nataru 

Menurun Signifi kan

“Kita juga melihat lapo-
ran bahwa terkait jumlah 
laka lantas juga mengalami 
penurunan yang cukup sig-
nifi kan,” ujar Kapolri, Jumat 
(27/12/2024).

Disebutkan Kapolri, se-
luruh pihak harus terus 
berkoordinasi dan menjaga 
agar tidak semakin banyak-
nya kecelakaan yang terjadi. 
Sebab, puncak arus balik 
masih akan terjadi hingga 
pekan depan.

Lebih lanjut Kapolri me-
nerangkan, dari hasil lapo-
ran, khususnya di wilayah 
pantauan jalur Tol Jawa Ba-
rat, memang sempat terjadi 
kenaikan jumlah kendaraan 
saat puncak arus mudik per-
tama. Namun, arus lalu lin-
tas rata-rata berjalan normal 
dan cenderung lebih rendah 
dibandingkan dengan tahun 
kemarin.

“Namun demikian sem-
pat dilakukan contraflow 
dua kali dan juga 58 kali 
dilakukan one way di jalur 
arteri,” jelas Kapolri.RPB

"SHM No. 94/Besusu Kel. Tatura Utara 
Kec. Palu Selatan Kota Palu  Prop. Sulawesi Tengah

Bila ada pihak yang berminat / keberatan
terhadap penjualan diatas, dapat menghubungi :

PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. Unit RCR Area Palu
Jl. Sam Ratulangi No.60 Palu "

D I J U A L
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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MENJADI politikus sebe-
narnya sama saja memasuki 
ranah pertempuran dalam 
merebut atau memperta-

hankan kekuasaan. Bagi penguasa, tentu 
ingin mempertahankan dan melanggengkan 
kekuasaan. 

Hanya, terkadang ada saja kawan seper-
juangan yang kemudian berbalik arah 180 
derajat, dari sebelumnya koalisi menjadi 
oposisi. Ada juga yang mengaku koalisi tapi 
serasa oposisi.

Dengan demikian, menjadi penguasa juga 
harus bisa membagikan kue kekuasaan ke-
pada kolega sejalan seperjuangan. Kendati 
begitu, penguasa tentu belum bisa tenang, 
karena kawan koalisi bisa jadi tinggal men-
unggu waktu menjadi lawan, pun karena 
pada hakikatnya tidak ada kawan abadi 
di politik. 

Wajar bila politikus di Tanah Air kerap 
menggunakan politik sebagai alat sandera 
atau negosiasi. Orang yang tersandera 
sama saja telah ditawan. Mereka akan 
menghadapi pilihan yang minim, mengikuti 
atau berperang melawan penyandera. Kalau 
melawan, harus siap-siap masuk bui. 

Politik sandera memang kerap meng-
gunakan instrumen hukum sebagai alat 
penggebuk ataupun alat tawar-menawar 
terhadap lawan politik. Walhasil, institusi 
penegak hukum kerap diatur-atur oleh 
politisi atau penguasa. 

Jangan harap ada lagi pembagian kekua-
saan antara eksekutif, legislatif, dan yudika-
tif yang berlaku di negara demokrasi seperti 
dibayangkan John Locke dan Montesquieu. 
Oleh karena itu, sejumlah kalangan menilai 
politik sandera sama saja dengan merusak 
demokrasi. Penegakan hukum pun hanya 
menjadi alat untuk melanggengkan atau 
meraih kekuasaan.

Kini, politik yang menyandera dan sarat 
negosiasi dikhawatirkan masih pula terjadi 
di negeri ini. Celakanya, aroma negosiasi itu 
mulai menyenggol ranah hukum. Jadilah 
hukum hendak dibuat takluk oleh politik.

Kasus yang tengah mendera Sekretaris 
Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto terma-
suk yang dikhawatirkan jadi alat negosiasi 
politik itu. Ancaman perlawanan dari Hasto 
yang terjadi setelah ia ditetapkan sebagai 
tersangka kasus buron Harun Masiku mem-
buat publik skeptis bahwa hukum bekerja 
di jalur yang benar.

Publik mengkhawatirkan kesungguhan 
tekad dan aksi Hasto untuk buka-bukaan 
berbagai skandal korupsi sejumlah pejabat 
tinggi akan redup oleh tekanan politik yang 
lain. Kalau memang hendak memperbaiki 
kondisi negeri dari praktik korupsi, publik 
tentu akan menyampaikan apresiasi yang 
tinggi kepada Hasto atas niatnya tersebut. 

Publik memang sempat mempertanyakan 
mengapa Hasto baru berniat buka-bu-
kaan saat ia ditersangkakan? Bukankah ia 
mengeklaim punya dokumen sejak lama? 
Bukankah kesempatan buka-bukaan sudah 
terbuka saat ia belum diterungku?

Perlawanan Hasto pun tidak bisa dikata-
kan steril dari maksud politik. Ia mengaku 
melawan karena merasa dizalimi secara 
politik. Ia menilai bahwa penerapan sta-
tus tersangka atas dirinya terjadi lantaran 
bukan murni persoalan hukum, melainkan 
didominasi oleh ‘dendam politik’ karena 
sikap kritisnya akhir-akhir ini.

Publik sangat berharap Hasto benar-benar 
memiliki informasi praktik korupsi pejabat 
tinggi sebagaimana yang ia pekikkan di 
berbagai media sosial. Publik berharap, 
suara Hasto tidak berhenti di media sosial, 
tetapi dibawa menuju ranah hukum di KPK 
atau aparat penegak hukum lain. Dengan 
begitu, pemberantasan korupsi masuk ke 
jalur hukum yang steril dari kepentingan 
politik apa pun.

Bagi penegak hukum, membuktikan bah-
wa tudingan politisasi kasus hukum yang 
menimpa Hasto tidak benar adanya mesti 
dilakukan secara terbuka. Bantahlah tu-
dingan politisasi kasus dengan bukti-bukti 
hukum yang kuat, tanpa menyisakan celah, 
dan murni perkara hukum .**Media Indonesia

Buka-bukaan 
saja, Hasto

SEJAK awal peradabannya, manusia telah men-
ciptakan mitos untuk memahami dunia, membe-
rikan makna, dan membangun keteraturan sosial. 
Mitos dulu berfokus pada dewa-dewi, kekuatan 
alam, atau keyakinan spiritual. Kini di era digital, 
media memainkan peran utama dalam mencip-
takan mitos-mitos baru yang menyesuaikan diri 
dengan tantangan masa depan. 

OLEH : ASTI TRESNA YOLANDA

Homo Sapiens, Media, dan 
Masa Depan Mitos Modern

DARI teknologi 
hingga keber-
lanjutan, narasi 
yang diciptakan 

oleh media tidak hanya me-
mengaruhi cara masyarakat 
berpikir, tetapi juga menen-
tukan arah kebijakan global. 
Salah satu mitos paling sig-
nifikan yang mencuat dari 
media modern adalah seputar 
kecerdasan buatan (AI). Film-
film seperti The Terminator 
dan Ex Machina sering kali 
menampilkan narasi dramatis 
tentang robot dan AI yang 
mengambil alih dunia atau 
pekerjaan manusia. 

Media sosial dan berita se-
ring kali memperkuat narasi 
ini dengan membingkai AI 
sebagai ancaman eksistensial. 
Namun, narasi ini sering men-
gabaikan dimensi positif dari 
teknologi tersebut. Dengan 
memahami hubungan antara 
homo sapiens, media, dan 
mitos modern ini, kita dapat 
memetakan jalan menuju 
masa depan yang lebih seim-
bang dan inklusif.

Media Menciptakan Mitos 
Modern: Narasi tentang Kecer-
dasan Buatan 

Media memiliki kemampu-
an untuk memperbesar narasi 
tertentu, dan AI menjadi salah 
satu subjek favoritnya. Mitos 
bahwa AI akan menggantikan 
manusia dalam dunia kerja 
adalah salah satu contohnya. 
Narasi ini telah diperkuat oleh 
cerita-cerita dramatis dalam 
film dan literatur populer, 
menciptakan ketakutan yang 
berlebihan di kalangan masy-
arakat. 

Namun, mitos ini jauh dari 
realitas. Banyak pekerjaan 
manusia yang tidak dapat 
digantikan oleh AI, terutama 
karena manusia memiliki ke-
terampilan unik seperti kreati-
vitas, empati, dan kecerdasan 
emosional-kualitas yang tidak 
bisa direplikasi oleh mesin. 
Sebagai contoh, dalam sektor 
kesehatan, AI telah digunakan 
untuk mendeteksi penyakit 
seperti kanker dengan akurasi 
tinggi. 

Meskipun begitu, dok-
ter tetap diperlukan untuk 
memberikan perawatan yang 
penuh empati kepada pasien. 
Sebuah studi dari Stanford 
University menunjukkan bah-
wa AI membantu memper-
cepat diagnosis, tetapi tidak 

dapat menggantikan interaksi 
manusia yang esensial dalam 
perawatan pasien. Selain itu, 
narasi AI yang mengancam 
pekerjaan juga sering kali 
mengabaikan fakta bahwa 
teknologi ini menciptakan 
peluang baru. 

Dalam sektor manufaktur, 
robot memang menggan-
tikan tugas-tugas tertentu, 
tetapi juga memunculkan 
kebutuhan baru untuk pekerja 
dengan keterampilan tinggi. 
Sebagai contoh, Tesla meng-
gunakan robot untuk efisiensi 
produksi tetapi tetap mempe-
kerjakan ribuan pekerja untuk 
tugas lain. Laporan Deloitte 
menyebutkan bahwa pada 
tahun 2025, sektor manufak-
tur di AS diperkirakan akan 
kehilangan 2,4 juta pekerjaan, 
tetapi di saat yang sama men-
ciptakan 3,5 juta pekerjaan 
baru yang membutuhkan 
keahlian khusus.

Menghadapi Mitos AI dengan 
Kolaborasi Teknologi 

Alih-alih melihat AI sebagai 
ancaman, penting bagi kita 
untuk memposisikan diri se-
bagai kolaborator dengan te-
knologi ini. Dalam dunia kerja 
yang terus berkembang, kita 
perlu memanfaatkan potensi 
AI untuk menciptakan masa 
depan yang lebih baik. Ke-
bijakan publik dan investasi 
dalam pelatihan ulang pekerja 
adalah langkah penting untuk 
memastikan bahwa transisi ke 
dunia kerja yang baru berjalan 
lancar. 

Menurut laporan McKinsey, 
pekerja yang diberikan pela-
tihan yang tepat cenderung 
lebih cepat beradaptasi den-
gan pekerjaan baru. Sebagai 

tambahan, fokus pada literasi 
digital menjadi penting agar 
masyarakat dapat mengguna-
kan AI sebagai alat yang men-
dukung kreativitas mereka. 
Masyarakat tidak seharusnya 
terjebak dalam mitos AI yang 
menakutkan, tetapi harus me-
mahami bagaimana teknologi 
ini dapat membantu mereka 
berkembang.

Media dan Pengaruhnya ter-
hadap Persepsi Publik 

Dalam menciptakan mitos 
tentang AI, media sering kali 
menonjolkan aspek sensasi-
onal dan negatif. Penelitian 
Pew Research Center men-
unjukkan bahwa 58% orang 
dewasa di Amerika Serikat 
percaya bahwa AI akan lebih 
banyak merugikan daripada 
menguntungkan. Media sosial 
juga memperparah kondisi 
ini. Penelitian MIT mene-
mukan bahwa berita yang 
sensasional atau menakutkan 
tentang teknologi cenderung 
lebih banyak dibagikan da-
ripada berita yang informatif 
atau akurat. 

Untuk mengatasi hal ini, 
masyarakat perlu mening-
katkan literasi media mereka. 
Program pendidikan yang 
mengajarkan cara mengana-
lisis berita dan membedakan 
fakta dari mitos menjadi san-
gat penting. Selain itu, media 
juga memiliki tanggung jawab 
untuk menghadirkan narasi 
yang seimbang. Misalnya, 
daripada hanya menyoroti 
kehilangan pekerjaan aki-
bat otomatisasi, media perlu 
menunjukkan bagaimana 
teknologi ini dapat mencipta-
kan peluang baru di berbagai 
sektor.

Menuju Masa Depan Mitos yang 
Seimbang 

Dalam memahami mitos 
modern yang diciptakan me-
dia, kita perlu menyadari dua 
hal penting. Pertama, mitos 
adalah alat yang bisa men-
ginspirasi dan memotivasi 
masyarakat untuk beradaptasi 
dengan perubahan. Kedua, 
mitos yang dibingkai secara 
tidak seimbang dapat men-
ciptakan ketakutan yang tidak 
berdasar dan menghambat 
kemajuan. 

Oleh karena itu, peran me-
dia dalam menciptakan mitos 
modern harus diarahkan un-
tuk mendorong perubahan 
yang positif. Dengan mem-
promosikan narasi tentang 
kolaborasi antara manusia 
dan teknologi, serta mem-
berikan pandangan yang 
seimbang tentang peluang 
dan tantangan, media dapat 
menjadi alat penting untuk 
membangun masa depan 
yang inklusif. 

Bagi homo sapiens, kemam-
puan untuk bercerita dan 
membangun narasi kolektif 
adalah salah satu ciri khas 
evolusi kita. Di era media 
digital, kemampuan ini tetap 
relevan. Jika kita bisa mengen-
dalikan arah mitos modern 
yang diciptakan oleh media, 
kita bisa memastikan bahwa 
masa depan dipenuhi dengan 
harapan, bukan ketakutan. 
Mari kita manfaatkan tekno-
logi, bukan hanya sebagai 
alat, tetapi juga sebagai mitra 
dalam membangun perada-
ban yang lebih baik.(Penulis: 
Mahasiswi Sekolah Pascasarjana 
Universitas Sahid Jakarta) **Sin-
doNews.Com

OLEH : CANDRA FAJRI ANANDA

MELALUI pem-
b a n g u n a n 
yang baik, ter-
integrasi, akan 

mampu menekan biaya logistik 
dan berujung pada penguatan 
daya saing produk. Selain itu, 
berkurangnya ketimpangan 
ekonomi antarwilayah, akses 
yang lebih luas pada pasar 
baru, dan munculnya pusat 
pertumbuhan ekonomi baru, 
semakin mudah diraih dengan 
makin terintegrasinya pem-
bangunan infrastruktur. Pada 
sepuluh tahun terakhir – di ba-
wah kepemimpinan Presiden 
Joko Widodo – pembangunan 
infrastruktur menjadi salah 
satu prioritas utama pemer-
intah. 

Sejak awal masa kepemim-
pinannya pada tahun 2014, 
Presiden Joko Widodo telah 
menjadikan pembangunan 
infrastruktur sebagai prioritas 
utama. Hingga 2024, pemer-
intah terus mengalokasikan 
anggaran besar dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Ne-
gara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dae-
rah (APBD) untuk mendanai 

proyek-proyek infrastruktur 
strategis. Berdasarkan laporan 
Kementerian Keuangan 2023, 
tercatat bahwa anggaran infra-
struktur meningkat signifikan 
dari Rp290 triliun pada 2015 
menjadi Rp400 triliun pada 
2023. 

Kebijakan ini bertujuan un-
tuk mendorong konektivitas 
antarwilayah serta meningkat-
kan efisiensi logistik nasional. 
Melalui alokasi anggaran besar 
dari APBN dan APBD, berba-
gai proyek strategis diluncur-
kan untuk menghubungkan 
wilayah-wilayah penting di 
Indonesia. Di samping itu, 
demi mendukung pembiayaan 
proyek-proyek besar, pemerin-
tah juga mengadopsi berbagai 
skema pembiayaan inovatif. 

Berbagai inovasi pembia-
yaan seperti penerbitan obli-
gasi dan skema kerja sama 
dengan sektor swasta turut 
diimplementasikan guna mem-
percepat pembangunan. Data 
Kementerian Keuangan 2023 
mencatat bahwa penerbitan 
obligasi infrastruktur men-
capai Rp45 triliun, meningkat 
dibandingkan tahun sebelum-

INFRASTRUKTUR memegang peranan pen-
ting dalam menciptakan pembangunan eko-
nomi yang berkelanjutan dan merata. Fasilitas 
seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, air bersih, 
listrik, dan jalur kereta api memiliki peran stra-
tegis dalam mendukung kelancaran distribusi 
barang dan jasa, ekosistem sektor industri, yang 
berujung pada peningkatan efisiensi kegiatan 
ekonomi. 

Kebutuhan Infrastruktur: Pembiayaan Alternatif?
nya. Selain itu, skema kerja 
sama dengan pihak swasta 
atau Public-Private Partnership 
(PPP) juga berhasil menarik 
investasi senilai Rp348 triliun 
sejak 2014, yang digunakan un-
tuk mendanai berbagai proyek 
strategis di seluruh Indonesia. 

Hasilnya, beberapa proyek 
besar yang diinisiasi selama se-
puluh tahun terakhir meliputi 
pembangunan Jalan Tol Trans 
Jawa dan Trans Sumatera, 
telah mulai memiliki dampak 
signifikan terhadap penguran-
gan waktu tempuh dan biaya 
transportasi. Artinya, hasil 
dari pembangunan infrastruk-
tur yang masif ini telah mulai 
dirasakan oleh masyarakat dan 
dunia usaha. 

Berdasarkan laporan Bank 
Indonesia tahun 2024, infra-
struktur berkontribusi pada 
peningkatan pertumbuhan 
ekonomi nasional sebesar 1,5% 
per tahun. Selain itu, pro-
yek-proyek strategis tersebut 
juga menciptakan lebih dari 1,2 
juta lapangan kerja di berbagai 
sektor. Manfaat lainnya adalah 
peningkatan konektivitas yang 
mempercepat pertumbuhan 
kawasan industri baru, teruta-
ma di wilayah luar Jawa.

Infrastruktur dan Biaya Logistik 
Indonesia 

Perlu diakui bahwa dalam 
beberapa tahun terakhir, kon-
disi infrastruktur di Indonesia 
telah mengalami peningkatan 
signifikan. Berbagai proyek 
strategis nasional seperti pem-
bangunan jalan tol, pelabuhan, 
dan bandara telah selesai dan 
memberikan dampak nyata 
terhadap konektivitas antar-
daerah. Data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) 2023 menunjuk-
kan bahwa total panjang jalan 
tol di Indonesia telah mencapai 
lebih dari 2.800 km, meningkat 
hampir tiga kali lipat diban-
dingkan tahun 2014. 

Hal ini memungkinkan dis-
tribusi barang dan jasa menjadi 
lebih efisien dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di ber-
bagai wilayah. Peningkatan 
infrastruktur telah memberi-
kan dampak positif pada biaya 
logistik nasional. Berdasarkan 
laporan Bank Dunia 2023, 
biaya logistik di Indonesia 
berhasil turun dari 25% PDB 
pada 2014 menjadi sekitar 
14,29% pada 2023. Meskipun 
angka ini masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan negara 
maju yang rata-rata hanya 
8-12%, capaian penurunan 
biaya logistik di Indonesia 
menunjukkan kemajuan yang 
signifikan. Faktor utama yang 
mendorong penurunan biaya 
logistik adalah meningkatnya 
kualitas jalan raya dan jarin-
gan pelabuhan yang lebih 
terintegrasi. 

Di sisi lain, meski konektivi-
tas telah memberikan dampak 
nyata pada penurunan biaya 
logistik nasional, namun sistem 
pelacakan barang secara digital 
belum terintegrasi dengan baik 
yang berakibat pada kurang-
nya efisiensi. Artinya, tan-
tangan utama saat ini adalah 
kurangnya sistem digital yang 
terintegrasi untuk pelacakan 
barang. 

Berdasarkan data Kamar 
Dagang dan Industri Indone-
sia (KADIN) tahun 2024, se-
kitar 45% perusahaan logistik 
masih menggunakan metode 
manual untuk pelacakan ba-

rang. Hal ini menyebabkan 
ketidakefisienan dan mening-
katkan risiko kesalahan. Di-
gitalisasi dalam pelacakan 
barang akan menjadi langkah 
penting untuk mengoptimal-
kan infrastruktur yang sudah 
ada. Kurangnya sistem digital 
yang terintegrasi pada sektor 
logistik menghambat optima-
lisasi jaringan infrastruktur 
yang telah dibangun. 

Sistem pelacakan barang 
yang modern dapat membe-
rikan transparansi, akurasi, 
dan kecepatan dalam proses 
distribusi. Hal ini tidak ha-
nya meningkatkan efisiensi 
tetapi juga menurunkan biaya 
operasional bagi perusahaan 
logistik. Melalui implementasi 
teknologi seperti Internet of 
Things (IoT) dan blockchain, 
sektor logistik Indonesia dapat 
menjadi lebih kompetitif di 
pasar global. Langkah ini juga 
akan mengurangi ketergan-
tungan pada proses manual 
yang memakan waktu dan 
rentan terhadap kesalahan. Sa-
yangnya, untuk mewujudkan 
digitalisasi dan membangun 
infrastruktur yang lebih baik, 
dibutuhkan pembiayaan yang 
sangat besar.

Alternatif Pembiayaan Infrast-
ruktur 

Besarnya biaya yang di-
perlukan dalam pendanaan 
proyek infrastruktur mutlak 
menegaskan bahwa pemerin-
tah tidak bisa hanya mengan-
dalkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), 
melainkan juga perlu mencari 
pembiayaan alternatif.  (Penu-
lis: Staf Khusus Menteri Keuan-
gan RI ) **SindoNews.Com
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SULTENG RAYA – Ta-
hapan seleksi Calon Pega-
wai Negeri Sipil (CPNS) di 
Kantor Wilayah Kemente-
rian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sulawesi Tengah 
(Kanwil Kemenkumham 
Sulteng) memasuki babak 
akhir. 

Ratusan peserta yang 
telah mengikuti Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) 
Kesamaptaan dan Praktik 
Kerja, kini tengah berjuang 
memperebutkan kursi seba-
gai CPNS melalui SKB yang 
dilaksanakan dengan meng-
gunakan sistem Computer 
Assisted Test (CAT).

SKB CAT yang diseleng-
garakan di IT Center Univer-
sitas Tadulako Palu, Rabu 
(18/12/2024), bekerjasama 
dengan Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) bertujuan 
untuk mengukur kompe-
tensi dan kemampuan para 
peserta secara lebih objektif, 
peserta dihadapkan pada 
berbagai soal yang bervari-
asi berkaitan dengan bidang 
tugas yang dilamar oleh 
para peserta.

Pelaksana Harian Kepala 
Kanwil Kemenkumham 
Sulteng, Raymond JH. Ta-
kasenseran yang juga se-
bagai Ketua Panitia Daerah 
menyampaikan bahwa SKB 
CAT merupakan tahapan 
akhir dari seluruh rangkaian 
seleksi CPNS Kemenkum-
ham 2024.

Ia menjelaskan, bahwa 
seleksi SKB CAT di titik lo-
kasi Kanwil Kemenkumham 
Sulteng akan diikuti oleh 363 

orang peserta yang terbagi 
dari formasi penerimaan 
Strata I dan SLTA.

Bersama Sekretaris Panitia 
Daerah, Muhammad Wa-
hab Marawali, ia juga me-
mastikan transparansi dan 
akuntabilitas penerimaan, 
para peserta terlebih dahulu 
melewati berbagai peme-
riksaan hingga pengawasan 
ketat. Hal itu kata dia, untuk 
memastikan kelancaran pe-
laksanaan tes yang terhindar 
dari bentuk kecurangan

“Ini jadi tahapan akhir 
dari seluruh rangkaian te-
snya, untuk hasil ujian ini 
sendiri akan diakumulasi 
dengan nilai-nilai sebelum-
nya dan akan dilakukan 
perangkingan oleh Panitia 
Pusat,” terangnya.

Sementara, Koordinator 
pelaksanaan SKB CAT per-
wakilan BKN Regional Ma-
kassar, Kamaruddin Sape, 
juga mengatakan bahwa 
sistem CAT merupakan 
metode untuk memastikan 
transparansi, objektivitas 
dan akurasi dalam penilai-
an. Hal itu, diperkuat den-
gan adanya teknologi Face 
Recognition atau pengenal 
wajah.

“Kita benar-benar mene-
rapkan standar operasional 
prosedur, selain kartu ujian 
dan KTP dilarang masuk di 
ruangan ujian, kita pastikan 
semuanya terstandarisasi 
terhindar dari kecurangan,” 
tegasnya.

Ditempat berbeda, Her-
mansyah Siregar selaku Ke-
pala Kanwil Kemenkumham 

Sulteng juga mengatakan, 
melalui seleksi yang ketat 
ini, Kemenkumham Sulteng 
berharap dapat mendapat-
kan calon ASN yang ber-
kualitas.

"Kami berharap peser-
ta yang lolos seleksi ini 
dapat menjadi ASN yang 
profesional, berintegritas 
dan mampu memberikan 
pelayanan terbaik bagi 
masyarakat," harap Her-
mansyah Siregar.

Lebih lanjut, ia menu-
turkan bahwa untuk pen-
gumuman resmi akan di-
umumkan melalui laman 
resmi penerimaan yaitu 
laman casn.kemenkumham.
go.id, Hermansyah Siregar 
menekankan transparansi 
proses seleksi penerimaan, 
ia menguraikan para peserta 
dapat melaporkan indikasi 
kecurangan melalui nomor 
Whatsapp +6287840302006. 

Hal itu ia katakan, sesuai 
dengan instruksi Menteri 
Hukum, Supratman Andi 
Agtas, yang mengimbau 
untuk menghadirkan proses 
seleksi yang transparan dan 
akuntabel.

Meski demikian, ia juga 
kembali  mengingatkan 
kepada jajarannya untuk 
senantiasa memberikan la-
yanan terbaik dalam proses 
seleksi CPNS.

”Saatnya kita bersatu 
padu untuk meningkatkan 
citra institusi yang kita cin-
tai ini. Tidak ada toleransi 
semua tindakan yang men-
cederai komitmen ini,” jelas 
Hermansyah Siregar.*/YAT

Salah satu penerima ban-
tuan, Sahlin, menyampaikan 
rasa terima kasihnya. “Kami 
merasa sangat terbantu den-
gan adanya listrik di rumah 
kami, sekarang anak-anak 
bisa belajar dengan nyaman 
di malam hari,” ujarnya.

Hal senada disampaikan 
oleh Asrindah, Lurah wi-

layah Silae yang warganya 
mendapatkan bantuan. “Kami 
sangat mengapresiasi langkah 
PLN dan BNPT yang membe-
rikan perhatian nyata kepada 
masyarakat kami. Ini sangat 
berarti, terutama bagi warga 
yang sebelumnya belum me-
miliki akses listrik,” tuturnya.

General manager PLN UID 

SALAH seorang pemilik rumah saat menerima bantuan listrik gratis di Sulteng. FOTO: DOK PLN

161 Rumah di Sulteng Terima 
Bantuan Listrik Gratis

SULTENG RAYA –Melalui program Tang-
gung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), 
PLN hadir membawa cahaya kepada 161 
rumah di Sulawesi Tengah melalui bantuan 
listrik gratis. Program ini merupakan sinergi 
antara PLN dan Badan Nasional Penanggu-
langan Terorisme (BNPT) yang bertujuan 
untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di 
wilayah tersebut.

Suluttenggo Atmoko Basu-
ki mengatakan program ini 
dapat terlaksana berkat sinergi 
antar kementrian untuk terus 
mendukung upaya pemer-
intah dalam meningkatkan 
Ratio Elektrifikasi.

“Program ini terlaksana ber-
kat sinergi antara PLN dengan 
BNPT untuk hadirkan akses 
listrik merata bagi masyarakat. 
Harapan kami, listrik yang 
telah tersambung dapat dija-
ga dan dimanfaatkan sebaik 
mungkin sehingga menja-
di penggerak kesejahteraan 
masyarakat,” tutur Atmoko.

Senior Manager Keuangan 
Komunikasi dan Umum, Dan-
dung Hariwibowo yang hadir 
dalam penyalanan program 
bantuan tersebut menyampai-
kan bahwa program pemasan-

gan listrik gratis ini disalurkan 
tersebar di beberapa kabupa-
ten di Sulawesi Tengah 30 
rumah di Kota Palu, 52 rumah 
di Kabupaten Parigi Moutong, 
50 rumah di Kabupaten Poso, 
12 rumah di Kabupaten Tojo 
Una-Una, dan 17 rumah di 
Kabupaten Morowali Utara 
dengan total 161 pelanggan. 

Bantuan yang di berikan 
adalah pemasangan instalasi 
dan pasang baru dengan daya 
900 VA.

“Kami mengucapkan teri-
ma kasih atas sinergi dari pi-
hak BNPT dan seluruh pihak 
yang telah terlibat mensukses-
kan program ini, semoga pro-
gram ini terus berlanjut dan 
membawa manfaat yang besar 
bagi kesejatraan masyarakat,” 
tutur Dandung.*/HJ

PELAKSANA Harian Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Raymond JH. Takasenseran, saat 
memberikan arahan dihadapan ratusan peserta seleksi CPNS Kemenkumham Sulteng 2024, dalam 
SKB CAT yang diselenggarakan di IT Center Universitas Tadulako Palu, Rabu (18/12/2024). FOTO: 
HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG

Ratusan Peserta Ikuti 
Sistem CAT Seleksi CPNS 

Kemenkumham di Babak Akhir
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Hal ini disampaikan langsung Ka-
polres Poso, AKBP Arthur Sameaputty, 
SIK, saat menggelar konferensi pers 
akhir tahun bersama sejumlah awak 
media yang dikonsentrasikan di ruang 
Andi Sappa - Sudirman,Mapolres 
Poso, Senin (30/12/2024).

Hadir dalam kegiatan itu, Kapolres 
Poso AKBP Arthur Sameaputty, SIK, 
Wakapolres Kompol Anton Mohamad, 
SH, MM, Kasat Reskrim AKP Tony, 
KBO Lantas IPDA Rivan, dan Kasat 
Narkoba AKP Muliady, secara kompak 
menyatakan bahwa berbagai kejahatan 
konvensional selama kurun waktu 
tahun 2023 seperti, kekerasan seksual, 
curanmor, perampasan, penemuan 
mayat, perjudian, aborsi, dan lain lain, 
terdapat 172 kasus. 

Dari 172 kasus yang tuntas atau sele-
sai ditangani sebanyak 120 kasus atau 

68 persen. Sementara untuk tahun 2024 
terdapat 293 kasus. Dimana sebanyak 
185 kasus tuntas ditangani  atau P 21. 

Pada kesempatan tersebut,  Kapol-
res juga mengungkap beberapa per-
kara menonjol serta sempat menjadi 
perhatian masyarakat, seperti kasus 
pembunuhan anak di bawah umur 
yang terjadi di kos- kosan seputaran 
Jalan Talasa, Kelurahan Tawongan, 
kecamatan Poso Kota Utara. 

Dimana kasus ini kata Kapolres, 
menjadi perhatian serius dan terus 
didalami. Setelah melakukan olah 
TKP dan memeriksa saksi sebanyak 17 
orang, pihaknya telah mengirim sam-
pel DNA ke pihak Pusat  Laboratorium 
Forensik (Puslabfor) Mabes Polri. 

"Tindak lanjut perkara ini, setelah ta-
hun baru pengambilan hasil tes sampe 
DNA. Kemudian pemeriksaan hasil tes 

DNA oleh ahli forensik" urai Kapolres.
Diakui kapolres, ada ketidakpuas-

aan masyarakat dalam penanganan 
perkara ini. Namun, Kapolres berharap  
masyarakat tidak perlu ragu, karena 
jajarannya tetap serius dalam menan-
gani perkara ini.

"Pastinya kami terus megumpulkan 
barang bukti serta hasil tes sampel 
DNA, mengingat jika terlalu cepat me-
netapkan tersangka, di kemudian hari 
tidak terbukti, kamilah yang akan men-
jadi sasaran" tegas Kapolres Arthur 

Bahkan dua perkara lainnya,  yakni 
pengroyokan yang terjadi  di GOR 
Kelurahan Lawanga Tawongan serta 
Bullying dan kekerasan terhadap siswa 
di salah satu lembaga pendidikan set-
ara SMA, saat ini terus didalami dan 
ditangani secara serius  oleh pihak 
penyidik Polres Poso. SYM

"Perayaan Natal gabungan di 
Kecamatan Lindu salah satu bentuk 
semangat kebersamaan yang tercer-
min dengan semakin mempererat 
tali persaudaraan antarwarga," kata 
Bupati Sigi di Desa Anca, Minggu.

Ia mengemukakan agar semua 
masyarakat di Kabupaten Sigi dapat 
senantiasa menjaga persatuan dan 
kesatuan dengan saling menghargai 
antarumat beragama.

"Tentunya melalui Natal ini perlu 
diingat supaya terus menjaga se-
mangat persaudaraan dan saling 
menghargai satu sama lain," ucapnya.

Menurut dia, semangat kebersa-
maan yang terjalin di Kabupaten Sigi 
ke depan dapat menjadi contoh bagi 
daerah lain dalam menciptakan ke-
hidupan damai antarumat beragama.

"Harapannya ini bisa menjadi 
contoh bagi kita semua dalam mewu-

judkan masyarakat yang damai dan 
harmonis,” sebutnya.

Ia menyebutkan momentum Natal 
kali ini salah satu upaya pemerintah 
daerah untuk memperkuat moderasi 
beragama di Kabupaten Sigi sehingga 
umat Nasrani dan umat Islam terus 
hidup berdampingan.

"Kami ingin apa yang dilakukan 
pemerintah daerah selama ini bisa 
terus mempererat hubungan antar-
warga dan memperkuat rasa persatu-
an dan kesatuan dalam menghadapi 
tantangan ke depan," ujarnya.

Irwan menuturkan salah satu 
program modernisasi beragama di 
daerah tersebut yaitu Sigi Religi yang 
saat ini sudah menjadi peraturan 
daerah (perda).

"Ada Sigi Religi dengan mendorong 
Muslim dalam kegiatan berzikir dari 
desa ke kecamatan dan kalau Nasrani 

ada Sigi Beribadah," bebernya.
Ia menjelaskan pihaknya sudah 

membuat perencanaan modernisasi 
beragama hingga ke desa dengan 
menggunakan Dana Desa.

"Di Program Dana Desa kami 
sudah anggarkan pola untuk mem-
bangun dan memperkuat moderni-
sasi beragama di Kabupaten Sigi," 
tuturnya.

Menurutnya dukungan pemda 
dalam modernisasi beragama adalah 
bentuk perhatian dan kepedulian ter-
hadap Nasrani maupun Muslim guna 
mencegah masuknya paham-paham 
radikalisme dan terorisme kepada 
masyarakat.

"Pada intinya dengan momentum 
Natal ini dapat menjadikan hubun-
gan antara Muslim dan Nasrani di 
Sigi semakin solid dan serta peduli 
satu dengan lainnya," katanya. ANT

Kepala Dinas Kominfosantik Sul-
teng Sudaryano R. Lamangkona di 
Donggala, Ahad, mengatakan pen-
tingnya membangun desa digital dan 
tata kelola pemerintahan desa melalui 
berbagai aplikasi yang berbasis digital.

"Hal ini penting agar nantinya desa-
desa yang ada di Kecamatan Sirenja 
sudah masuk dalam persiapan trans-
formasi digital," katanya.

Ia mengatakan menghadapi tantan-
gan global di era digital, pembangunan 
desa digital penting untuk dilaksana-
kan guna memberikan akses terhadap 
informasi dan komunikasi.

Pengembangan desa digital, kata 
dia, diharapkan dapat mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam pem-
bangunan desa, meningkatkan akses 
informasi, serta memperkuat pereko-
nomian lokal.

Menurut dia, program desa digital ti-
dak hanya memberikan akses informasi 
yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi 
juga membuka peluang bagi masyara-
kat untuk mengembangkan usaha dan 
meningkatkan perekonomian desa.

"Ke depannya akan terbangun eko-
sistem digital sehingga digitalisasi 
dapat dimanfaatkan untuk melakukan 
usaha-usaha masyarakat, baik yang 
berbasis UMKM, pertanian, perkebu-
nan dan kelautan," katanya.

Ia mengatakan masyarakat dapat 

memanfaatkan internet untuk me-
lakukan proses pembelajaran dalam 
jaringan atau online dari berbagai 
platform aplikasi, seperti pertanian, 
perkebunan dan lainnya.

Terlebih, kata dia, Kecamatan Sire-
nja berada pada lokasi strategis yang 
berhadapan langsung dengan Ibu Kota 
Nusantara (IKN), sehingga diharapkan 
hasil-hasil produk UMKM masyarakat 
setempat nantinya dapat dipasarkan 
di IKN.

Untuk i tu,  ia  mengharapkan 
pengembangan program desa digital 
dapat memberikan manfaat lebih ba-
nyak lagi bagi masyarakat Sulawesi 
Tengah.*ANT

Industrial Relation PT IMIP, Syafa-
ruddin mengatakan, dari sisi manaje-
men, keberadaan serikat pekerja sangat 
penting. 

“Keberadaan Serikat ini telah 
mendapat ruang sesuai dengan UU 
yang berlaku di Republik Indonesia, 
terutama UU 21 tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja. Seluruh Serikat yang 
sah dalam kawasan, itu kita beri ruang 
untuk melakukan kegiatannya. Mis-
alnya, dalam rangka mengadvokasi 
anggotanya yang ada masalah, kita 
duduk bersama sesuai regulasi, yaitu 
UU nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI 
akan dilakukan pertemuan musya-
warah melalui forum bipartit,” jelas 
Syafaruddin, dikutip dari akun Media 
Sosial IMIP.

Dia juga mengatakan, manajemen PT 
IMIP sangat menghargai dan menghor-
mati keberadaan Serikat Pekerja yang 
selalu berkomunikasi dalam suatu 
lembaga LKS bipartit. Dimana forum 
ini hadir untuk membahas isu-isu ke-
tenagakerjaan.

“Forum ini perlu kita kondisikan 
agar apa yang menjadi tujuan mana-
jemen yaitu kelangsungan berusaha 
dan juga kesejahteraan karyawan dan 
keluarganya dapat terwujud,” katanya.

Hal senada diungkapkan, HRD 
Superintendent  PT IMIP,  Donvito 
Andrew Putra yang mengatakan 
hubungan antara serikat pekerja dan 
perusahaan adalah mitra yang baik, 
dimana keduanya saling mendukung, 
menghargai dan menghormati pada 
posisi masing-masing.

“Dampak positif dari terjalinnya 
persahabatan yang baik antara serikat 
pekerja dan perusahaan adalah terja-
linnya hubungan industrial yang baik. 
Dimana, kami saling memberikan ma-
sukan dan saran. Ini pun penting untuk 
menjaga perusahaan tetap pada koridor  
hubungan industrial dan norma kete-
nagakerjaan yang berlaku,” jelasnya.

Donvito mengatakan, salah satu 
langkah spesifik yang dilakukan pe-
rusahaan untuk menjalin kerja sama 
yang baik dengan serikat pekerja 
adalah  berkunjung ke serikat-serikat  
yang ada dalam kawasan.

“Dimana saat berkunjung dan silatu-
rahmi ini, bukan hanya kasus ataupun 
kendala yang kami bahas, tetapi juga 
bagaimana kehidupan keseharian, 
bagaimana kondisi pekerjaan sekarang 
dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat 

Buruh Industri Morowali Indonesia, 
Andi Ilham, mengatakan untuk mem-
bangun kawasan yang lebih baik, perlu 
menjaga hubungan yang harmonis  an-
tara perusahaan dengan serikat pekerja.

“Alhamdulilah, sejak tahun 2023 
hingga saat ini, hubungan antara 
perusahaan dan serikat sangat erat. 
Tantangan saat ini adalah menjaga ko-
munikasi antara hak dan kepentingan 
karyawan,” katanya.

Ilham mengaku, melalui serangkaian 
Bipartit yang telah dilaksanakan, dapat 
menyelesaikan semua permasalahan 
yang terjadi di perusahaan.

“Salah satu contohnya, pada tanggal 
5 September 2024, kami melakukan 
pendampingan terkait ganti rugi ang-
gota. Alhamdulillah manajemen mem-
berikan kebijakan terhadap ganti rugi 
yang dialami karyawan,” ungkapnya.

“Harapan kami, hubungan harmo-
nisasi ini dapat terjalin dengan baik, 
serta perusahaan dapat melakukan 
perubahan. Tidak hanya kepada ang-
gota serikat, namun seluruh karyawan 
dapat merasakan dari segi kesejah-
teraan, penerapan aturan yang sesuai 
dengan regulasi, serta keterbukaan 
perusahaan dalam komunikasi hubun-
gan Industrial,”harap  Andi Ilham. *WAN

Ia menuturkan Danau Tambing 
merupakan salah satu destinasi wisata 
alam yang berada di kawasan hutan 
lindung bertempat di Desa Sedoa Ke-
camatan Lore Utara Kabupaten Poso 
yang berada di ketinggian 1.700 meter 
dari permukaan laut (MDPL).

Lokasi wisata tersebut juga men-
jadi pilihan wisatawan lokal saat 

waktu libur, sekaligus merupakan 
cagar biosfer yang ditetapkan oleh 
UNESCO.

Sebagai otoritas pengelola Danau 
Tambing, BTNLL terus mengupaya-
kan pelayanan yang prima terhadap 
kegiatan pariwisata sebagai bagian 
dari upaya meningkatkan kunjun-
gan wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara (wisman).
"Tambing berada dalam kawasan 

Taman Nasional Lore Lindu. Objek 
wisata ini tidak hanya sekedar mena-
warkan pemandangan danau, tetapi 
juga menjadi tempat pengamatan 
berbagai spesies burung endemik 
oleh peneliti dalam maupun luar 
negeri," kata dia. ANT

"Jadi melalui Dinas Kepemudaan, 
Olahraga dan Pariwisata melakukan 
penandatanganan perjanjian kerja sama 
operasional pariwisata dengan Desa Busak 
I di Kecamatan Karamat dan Desa Negeri-
lama di Kecamatan Bokat," kata Sekretaris 
Daerah Kabupaten Buol Dadang di Leok 
II, Senin.

Ia mengemukakan pentingnya pengel-
olaan pariwisata di Kabupaten Buol guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di daerah tersebut.

“Tentunya di Buol banyak potensi wisa-
ta alam di desa-desa seperti Pulau Busak 
dan Negeri Lama, yang jika dikelola den-
gan baik oleh pemerintah desa itu dapat 
memberikan manfaat yang besar, baik dari 
segi ekonomi maupun sosial," ucapnya.

Pemerintah daerah senantiasa mendu-
kung bahwa pengelolaan pariwisata mela-
lui sistem otonomi desa dan pemanfaatan 
dana desa.

"Harapannya dengan langkah ini dapat 
mempercepat perkembangan pariwisata dan 

memberikan kontribusi nyata terhadap pe-
ningkatan PAD Kabupaten Buol," sebutnya.

Dadang menjelaskan masyarakat setem-
pat bisa terlibat langsung dalam pengelo-
laan objek wisata tersebut.

"Untuk mengoptimalkan potensi pari-
wisata salah satunya adalah melibatkan 
masyarakat dalam berbagai aspek, seperti 
pengelolaan parkir dan usaha mikro, kecil 
dan menengah (UMKM), sehingga diha-
rapkan dapat membuka peluang ekonomi 
baru di tingkat desa," ujarnya.

Ia menuturkan, ke depan setiap desa 
dapat mengelola objek wisata dengan 
baik sehingga tidak hanya memberikan 
pendapatan bagi desa, tetapi juga dapat 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Dengan adanya kerja sama antara pe-
merintah daerah dengan pemerintah desa 
ini diharapkan pengelolaan objek wisata 
di Kabupaten Buol bisa lebih terstruktur 
dan memberikan dampak positif, baik bagi 
ekonomi lokal maupun pelestarian budaya 
daerah," tuturnya. ANT

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten (Pem-
kab) Sigi, Sulawesi Tengah, 
terus meningkatkan efekti-

fitas pelayanan kesehatan 
pada setiap puskesmas ke-
pada masyarakat yang be-
rada di daerah itu.

"Tentu pentingnya laya-
nan kesehatan yang berkua-
litas, transparan dan sinergi 
antara puskesmas dan pe-

mangku kepentingan un-
tuk menghadapi tantangan 
penerapan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) Pus-

Pemkab Sigi Tingkatkan Efektivitas 
Layanan Kesehatan di Puskesmas

kesmas se-Kabupaten Sigi," 
kata Sekretaris Daerah Ka-
bupaten Sigi Nuim Hayat 
di Marawola, Minggu.

Ia mengemukakan, da-
lam penerapan BLUD pus-
kesmas maka diperlukan 
sinergi antara puskesmas, 
pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan 
lainnya untuk mengatasi 
keterbatasan sumber daya 
dan regulasi baru.

"Layanan kesehatan 
yang berkualitas dan trans-
paran adalah kunci un-
tuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, sehingga itu 
membutuhkan profesio-
nalisme, fasilitas memadai 
dan kemudahan akses serta 
transparansi dalam pengel-
olaannya," ucapnya.

Ia menuturkan, ke depan 

semua puskesmas dan stake-
holder terkait lainnya dapat 
berkolaborasi nyata seperti 
peningkatan SDM, anggaran 
dan kebijakan pendukung 
menjadi solusi untuk me-
ningkatkan efisiensi dan 
mutu pelayanan kesehatan 
di Kabupaten Sigi.

"Harapannya puskes-
mas di Kabupaten Sigi 
bisa lebih proaktif dalam 
menciptakan inovasi pela-
yanan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 
serta dapat meningkatkan 
efisiensi, aksesibilitas dan 
kualitas pelayanan kese-
hatan sehingga mampu 
memberikan manfaat yang 
lebih besar bagi masyara-
kat," sebutnya.

Pemerintah daerah ber-
harap semua pihak dapat 

menyatukan visi dalam 
mencapai tujuan pemban-
gunan kesehatan yang leb-
ih baik di Kabupaten Sigi.

"Ini sebagai upaya pe-
ningkatan derajat kese-
hatan masyarakat, pengu-
rangan kesenjangan lay-
anan antarwilayah serta 
pencapaian target strategis 
di bidang kesehatan khu-
susnya di Sigi," ujarnya.

Diketahui saat ini terd-
apat dua rumah sakit (RS) 
di Kabupaten Sigi yaitu 
RSUD Tora Belo di Desa 
Sidera, Kecamatan Sigi 
Kota dan RS Kauria di Ke-
camatan Kulawi.

Sementara untuk jumlah 
puskesmas di Kabupaten 
Sigi yang tersebar di 16 
kecamatan sebanyak 19 
puskesmas. ANT

SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Sigi Nuim Hayat (dua dari kiri) saat memberikan arahan kepada kepala-
kepala puskesmas dalam penilaian penerapan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Sigi, Minggu (29/12/2024). 
FOTO: ANTARA/PEMKAB SIGI

SULTENG RAYA - Pre-
siden Prabowo Subian-
to  berharap para kepala 
daerah, tentara hingga po-
lisi  ikut menjaga kebun-
kebun kelapa sawit.

Menurut Prabowo  ke-
bun-kebun kelapa sawit 
adalah aset negara yang 
menghasilkan bahan stra-
tegis yang dibutuhkan ba-
nyak negara.

"Ternyata, kelapa sawit 
jadi bahan strategis rupa-
nya. Banyak negara takut 
enggak dapat kelapa sawit. 
Bayangkan. Jagalah, ya 

para bupati, gubernur, pe-
jabat tentara, polisi, jagalah 
kebun-kebun kelapa sawit 
kita di mana-mana. Itu aset 
negara," kata Prabowo di 
acara Musrenbangnas di 
Kantor Bappenas, Jakarta, 
Senin (30/12).

Prabowo  bercerita ban-
yak negara sangat berha-
rap dari Indonesia, salah 
satunya karena negara-
negara  itu membutuhkan 
kelapa sawit dari Indonesia 
lantaran bernilai strategis.

"Ke depan kita tambah 
tanam kelapa sawit," kata 

Prabowo Minta Kepala Daerah 
hingga Tentara Jaga Kebun 

Kelapa Sawit
Prabowo.

P r a b o w o  k e m u d i a n 
meminta semua pihak tak 
perlu takut jika dicap me-
lakukan deforestasi ketika 
menanam sawit.

Menurut dia, daun dari 
kelapa sawit  pun  berkon-
tribusi menyerap karbon-
dioksida.

"Namanya kelapa sawit 
ya pohon, itu ada daunnya, 
kan. Ya, dia menyerap kan 
karbondioksida. Dari mana 
kita dituduh, yang mboten-
mboten saja," kata dia.

Prabowo kemudian men-
yinggung Eropa ingin mem-
batasi impor kelapa sawit 
dari Indonesia. Namun, ia 
mengatakan kini negara-
negara Eropa justru kebin-
gungan dengan kebijakan 
yang dibuatnya sendiri.

"Terima kasih kita tak 
jual ke Anda. Mereka panik 
sendiri di situ. Nanti semua 
industri cokelat mereka 
kacau itu. Bikin cokelat dari 
kelapa sawit itu. Bingung 
sendiri mereka. Enggak 
apa-apa," kata dia. CNN

PRESIDEN Prabowo Subianto. FOTO: ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
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Beasiswa Pemerintah 
Brunei Darussalam ini ter-
sedia di 5 kampus. Calon 
pendaftar bisa memilih 
Universiti Brunei Darussa-
lam (UBD), Universiti Islam 
Sultan Sharif Ali (Unissa), 
Universiti Teknologi Bru-
nei (UTB), Kolej Universi-
ti Perguruan Ugama Seri 
Begawan (KUPU SB), atau 
Politeknik Brunei (PB).

Dikutip dari laman res-
minya,  penerima akan 
mendapat tunjangan hidup 
hingga tempat tinggal di 
samping komponen lain-
nya. Simak info selengkap-

nya di bawah ini.

BEASISWA S1-S2 BRU-
NEI DARUSSALAM 2025

Berikut sejumlah kompo-
nen beasiswa Pemerintah 
Brunei Darussalam 2025:

Bebas biaya kuliah ter-
masuk biaya penerimaan, 
ujian, pendaftaran, dan 
orientasi, Tiket pesawat 
kelas ekonomi ke Brunei 
Darussalam dari negara 
asal/negara domisili pe-
nerima beasiswa sebelum 
dan setelah menyelesaikan 
studi/PP.

Tunjangan pribadi BND 

Beasiswa Brunei Darussalam 2025, 
Ada Uang Saku Plus Tempat Tinggal

SULTENG RAYA-Kementerian Luar Negeri 
Brunei Darussalam membuka pendaftaran 
beasiswa diploma, S1, dan S2 tahun akade-
mik 2025/2026. Pelajar asal Indonesia yang 
belum pernah studi di Brunei dapat mendaf-
tar.

500 atau Rp 5,9 juta per 
bulan, Tunjangan makan 
BND 150 atau Rp 1,79 juta 
per bulan, Tunjangan buku 
sebesar BND 600 atau Rp 7,1 
juta, Akomodasi perguruan 
tinggi, Jatah bagasi untuk 
pengiriman barang-barang 
pribadi penerima beasiswa 
ke negara asal/negara do-
misili setelah menyelesai-
kan studi senilai:

- BND 250 (Rp 2,9 juta) 
bagi pengiriman ke negara 
ASEAN.

- BND 500 (Rp 5,9 juta) 
bagi pengiriman ke negara 
di luar kawasan ASEAN.

Perlindungan asuran-
si komprehensif selama 
program, tetapi pelajar 
disyaratkan juga memiliki 
asuransi pribadi sebelum 
keberangkatan.

SYARAT BEASISWA
Pelamar diploma dan S1 

berusia maksimal 25 tahun 

pada 1 Juli 2025.
Pelamar S2 berusia mak-

simal 25 tahun per 1 Juli 
2025. Mahir berbahasa In-
ggris dengan memenuhi 
salah satu kondisi di bawah 
ini:  Skor IELTS minimal 6.0,  
Skor TOEFL minimal 550,  
Credit 6 pada GCE O Level 
Examination, Grade C pada 
English IGCSE (as Second 
Language).

Belum pernah belajar di 
perguruan tinggi Brunei. 
Mendaftar paling lambat 
15 Februari 2025. Khusus 
peminat Universiti Brunei 
Darussalam (UBD) juga 
harus melengkapi aplikasi 
online melalui https://
apply.ubd.edu.bn/orbe-
on/uis-welcome/ Pelamar. 
Khusus peminat Universiti 
Teknologi Brunei (UTB) 
juga harus melengkapi apli-
kasi online melalui https://
apply.utb.edu.bn/.

Memenuhi persyaratan 

lebih lanjut jika dinyatakan 
diterima sebagai penerima 
beasiswa. Tidak menerima 
beasiswa atau hibah lain 
tanpa persetujuan dari Ke-
menlu Brunei saat menjadi 
penerima beasiswa ini. Ti-
dak dianjurkan membawa 
anggota keluarga saat studi; 
tidak ada tunjangan per-
nikahan, tunjangan anak, 
dan akomodasi pendukung 
bagi keluarga penerima be-
asiswa. Tidak boleh bekerja 
(yang digaji) atau melayani 
sebagai staf misi perwakilan 
negara mana pun di Brunei 
Darussalam selama masa 
beasiswa. Wajib mening-
galkan Brunei Darussalam 
usai studi.

Selengkapnya tentang 
pendaftaran beasiswa Bru-
nei Darussalam 2025 bisa 
dilihat di laman resminya, 
klik DI SINI https://www.
mfa.gov.bn/Pages/onli-
ne-bdgs.aspx. DTC

SULTENG RAYA-Jarin-
gan Pemantau Pendidikan 
(JPPI) mencatat guru men-
jadi pelaku yang paling 
banyak melakukan keke-
rasan di sekolah. Koordi-
nator Nasional (Kornas) 
JPPI Ubaid Matraji men-
gatakan, sepanjang tahun 
2024 ternyata paling tinggi 
pelakunya adalah guru 
ada 43,9 persen guru yang 
menjadi pelaku kekerasan 
di sekolah. 

"Ternyata paling tinggi 
pelakunya adalah guru, 
43,9 persen sementara lain-
nya ini adalah 39,8 persen," 
kata Ubaid di Jakarta Pu-
sat, Jumat (29/12/2024). 
Sementara 39,8 persen 
pelaku kekerasan dilaku-
kan oleh pihak lain yakni 
kakak senior, ada masyara-
kat, ada lingkungan di luar 
sekolah, dan seterusnya. 
Sedangkan peserta didik 
yang menjadi pelaku keke-
rasan ada 13 persen.

"Dan yang jadi penting 
ini juga penguatan soal 
guru, bagaimana guru 
seringkali menggunakan 
cara-cara kekerasan se-
bagai bagian dari pendi-
sipinan, bagian dari sak-
si, dan seterusnya, tetapi 
justru terjerumus pada 
pelaku-pelaku tindakan 
kekerasan," ujarnya.

JPPI, kata Ubaid, juga 
mencatat kasus kekerasan 
seksual di dunia pendi-
dikan juga paling banyak 
terjadi di sepanjang tahun 

2024. Berdasarkan data Ja-
ringan JPPI, ada 42 persen 
kasus kekerasan seksual 
yang terjadi di sepanjang 
tahun 2024. 

"Ternyata tahun 2024 
ini paling banyak laporan 
kekerasan ya, 42 persen. 
Itu adalah laporan keke-
rasan tentang kekerasan 
seksual, itu nomor satu," 
ungkapnya. 

Setelah kekerasan sek-
sual, kasus lainnya yang 
banyak terjadi di tahun 
2024 adalah perundungan 
atau bullying dan yang 
terakhir kasus terbanyak 
adalah intoleransi.

Ubaid mengingatkan, 
bullying adalah salah satu 
dari tiga dosa besar du-
nia pendidikan yang di-
perhatikan oleh Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Men-
dikbud Ristek) 2019-2024 
Nadiem Makarim. 

"Sehingga ketika 2024 ini 
masih banyak yang mene-
mukan kasus kekerasan 
seksual dan perundungan, 
berarti kita bisa katakan 
bahwa dosa besar pendi-
dikan yang di-state oleh 
Mas Menteri Nadiem itu 
diwariskan kepada men-
teri yang baru," ucapnya. 

"Sehingga ini menjadi 
concern kita bersama ba-
gaimana supaya di 2025 
dosa besar pendidikan ini 
tidak kembali diwariskan 
dan bisa diatasi dengan 
baik," jelas Ubaid.KPS

SULTENG RAYA-Istilah 
brain rot belakangan ini 
sedang ramai disebut-sebut 
dialami oleh sebagian Gene-
rasi Alpha atau Gen Alpha. 
Dikutip dari laman resmi 
Oxford University Press, 
brain rot adalah pembusuk-
kan otak atau kemerosotan 
kemampuan otak akibat 
mengkonsumsi konten da-
ring receh atau remeh terlalu 
berlebihan. 

Peneliti Oxford Univer-
sity Press memperhatikan, 
istilah brain rot semakin 
populer di tahun 2024 ini se-
bagai istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan kek-
hawatiran tentang dampak 
mengonsumsi konten daring 
berkualitas rendah dalam 
jumlah berlebihan, terutama 
di media sosial.

"Para ahli kami memper-
hatikan bahwa brain rot 
menjadi semakin populer 
tahun ini," demikian yang 
tertulis di laman resmi Ox-
ford University Press, Rabu 
(25/12/2024). 

Menurut Oxford Univer-
sity Press, istilah "Brain Rot" 
memiliki makna baru di era 
digital, terutama selama 12 
bulan terakhir yang awalnya 
populer di platform media 
sosial terutama di TikTok 
di kalangan komunitas Gen 
Z dan Gen Alpha.

Brain rot kini juga diguna-
kan secara lebih luas, seperti 
dalam jurnalisme arus uta-
ma, di tengah kekhawatiran 

masyarakat tentang dampak 
negatif dari konsumsi kont-
en daring yang berlebihan. 

Istilah ini kemudian di-
gunakan untuk menggam-
barkan penyebab dan akibat 
dari konsumsi daring berku-
alitas rendah dan bernilai 
rendah yang ditemukan di 
media sosial dan internet. 
Serta dampak negatif selan-
jutnya yang dianggap terjadi 
pada individu atau masya-
rakat akibat mengonsumsi 
jenis konten tersebut.

Istilah ini juga telah di-
gunakan secara lebih spe-
sifik dan konsisten dalam 
kaitannya dengan budaya 
daring terkait cara yang lucu 
atau merendahkan diri di 
komunitas daring. 

Sementara itu, Menurut 
Ilmuwan Neurosains dan 
Perilaku sekaligus CEO Se-
kolah Otak Indonesia Taufi q 
Pasiak, seseorang bisa sem-
buh dari brain rot berkat 
kemampuan otak kita yang 
dikenal sebagai neuroplas-
tisitas. "Pada dasarnya bisa 
sembuh. Karena otak itu 
ada sifat neuroplastisitas," 
ujarnya ketika diwawan-
carai Kompas.com, belum 
lama ini. 

Neuroplastisitas adalah 
kemampuan otak untuk 
mengubah struktur dan 
fungsinya sebagai respons 
terhadap rangsangan dari 
luar, sehingga otak bisa sem-
buh setelah terkena brain 
rot.KPS

SULTENG RAYA-Kor-
sleting listrik diduga jadi 
penyebab kebakaran Ge-
dung Rektorat UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, di 
Ciputat, Tangerang Selatan, 
Senin (30/12/2024).

"Penyebab kebakaran 
setop kontak listrik," ujar 
Komandan Pleton Sudin 
Damkar Gulkarmat Tange-
rang Selatan Imam dalam 
keterangan tertulis.

Imam menjelaskan keba-
karan terjadi sekitar pukul 
06.11 WIB pada ruangan 
Rektor dan Wakil Rektor 
II yang berada di Lantai 2 
Gedung Rektorat UIN Syarif 
Hidayatullah. Objek terba-
kar sekitar 10 persen.

"Objek atau bangunan 
yang terbakar Gedung Kam-
pus lantai 2 di ruang Rektor. 
Persentase yang terbakar 10 
persen," jelasnya.

Lebih lanjut, Imam men-
gatakan saat ini api telah 
berhasil dipadamkan usai 10 
unit mobil pemadam keba-
karan dikerahkan ke lokasi.

Ia memastikan tidak ada 
korban jiwa dalam insiden 
kebakaran itu. Kerugian 
akibat kebakaran itu ditaksir 
mencapai Rp200 juta.

"Unit yang dikerahkan 
10 unit dan tak ada korban 
jiwa. Taksiran kerugian, 
kurang lebih Rp 200 juta," 
tuturnya.

Wakil Rektor Bidang Ad-
ministrasi Umum, Prof Dr 
Imam Subchi MA mengata-
kan, berkat kerja sama yang 
baik antara tim pemadam 
kebakaran dan petugas in-
ternal UIN Jakarta, keba-
karan dapat diatasi tanpa 
menyebabkan kerusakan be-
rarti pada fasilitas gedung.

Warek menambahkan, 
tidak ada kerusakan signi-
fi kan akibat kebakaran ini. 

GEDUNG Rektorat UIN Jakarta yang terbakar, tampak sejumlah Mobil Damkar yang terus bersiaga melakukan pemadaman. FOTO: IST

Kebakaran Gedung Rektorat UIN Jakarta 
Ditaksir Telan Kerugian Rp200 Juta

Mengenal "Brain Rot", 
Dampak Kecanduan 

Konten Receh di Medsos

FOTO: ILUSTRASI

Guru Banyak 
Tercatat Jadi Pelaku 

Kekerasan di Sekolah 
Tahun 2024

Ia juga bersyukur peristiwa 
ini tak menyebabkan korban 
jiwa mapun korban luka. 
"Alhamdulillah, tidak terjadi 
kerusakan yang signifi kan. 
Kami sangat berterima kasih 
atas bantuan cepat dari Unit 
Damkar Dinas Kota Tang-
sel," tegasnya.

Pasca kebakaran, Imam 
menyampaikan aktivitas 
kampus tetap berjalan. 
Pegawai dan dosen lanjut 

mengerjakan aktivitasnya 
masing-masing. "Aktivitas 
di lingkungan kampus insya 
Allah tetap berjalan normal, 
baik para dosen dan pega-
wai tetap bisa beraktivitas 
seperti biasanya," ujarnya.

Atas kejadian kebakaran 
ini, Imam mengatakan pihak 
kampus akan terus mening-
katkan standar keselamatan 
gedung. Pihaknya akan be-
rupaya dalam memberikan 

rasa aman bagi civitas aka-
demika maupun publik.

"Prioritas terutama di-
berikan pada evaluasi dan 
perbaikan sistem keamanan 
untuk mencegah kejadian 
serupa di masa mendatang," 
tuturnya.

Menurut Imam, insiden 
ini mengingatkan penting-
nya kesiapan protokol ke-
selamatan kampus. Adapun 
sistem keselamatan yang 

berfungsi saat kebakaran ini 
didukung oleh Dinas Pema-
dam Kebakaran Jakarta Sela-
tan dan Tangerang Selatan.

"Sistem keselamatan yang 
ada, termasuk detektor asap 
dan langkah-langkah eva-
kuasi. Juga dukungan Dinas 
Pemadam Kebakaran setem-
pat adalah satu kesatuan 
penting dalam menganti-
sipasi insiden seperti ini," 
terangnya. KPS/DTC


